
BOPATI KEPUIAUAH TAHIMBAR

PROVINSl MALUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR

NOMOR: O\   TAHUN 2019
TENTANG

TUNJANGAN KHUSUS DAERAH

DILINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,

ing: a. bahwa mengacu pada Pasal 63 ayat (2) Feraturan Pemerintali

Nomor 58 Tahun 2005 teittang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000

tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah, Pemerintah Kabupaten Kepulauaii Tanimbar dengan

memperhatikan kemampuan keuangan daerah, bermaksud

memberikan penghasilan Tambahan berupa Tunjangan Khusus

Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

b.bahwa pemberian Tunjangan Khusus Daerah di iingkup Peraerintah

Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar teraebut didasarkan pada

kmerja dan tempat tugaa karena berada pada wilayah perbatasan dan

terpenril;

c.bahwa berdasarkan evaluasi Pemerintah Kabupaten Keppulauan

Tanimbar terhadap kemampuan keuangan daerah dan prioritas

pembangunan daerah sesuai  RPJMD Kabupaten Kepulauan

Taimbar periode 2017-2022, maka periu dilakukan efisiensi untuk

mengalikan sebagian TKD untuk membiayai program/kegiatan

prioritas pemberdayaan inasyarakat, oleh karena itu dipandang

perlu  meninjau kembab dengan mencabut Peraturan Bupati

Maluku Tenggara Barat Nomor: 04 Tahun 2018 tentang Tunjangan

Khusus Daerah diiingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan

Tanimbar;"  . •



d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, huuf b dan huruf c diata3, perlu menetapkan Peraturan

Bupati Kepulauan Tanimbar tentang Tunjangan Khusua Daerah

dilingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

1.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku

Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneaia Nomor

3895); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

06 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3961);
2.Undan^Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Repubtik lndoneaia Nomor 4437);

3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaheiraan

Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran Negara  Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

5.Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RepubHk Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5494);

7.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);



8.Feraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

9.Peraturan Pemerfntah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Akuntansi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 123, Tambahan Lembaran Nej^ra Republik Indonesia Nomor

5165);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah aebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Noanor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indoneaia

1Tahun2011 Nomor310);

11.Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04

tahun 2016 tentang Pemhentukan dan Suaunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:  PERATURAN BUPATI TONTANG TUNJANGAN KHUSUS DAERAH

DILJNGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

BABI

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

DalamFeraturanBupfllLiniyangdimaksuddengan :

1.Tunjangan Khusus  Daerah selanjutnya disingkat  TKD, adalah tambahan

penghaailan yang diberikan sebagai insentif kepada Pejabat Negara dan Fegnwai

Negeri Sipil berdasarkan tempat tugas karena berada pada daerah yang memfliki

resiko tinggi dan daerah teipenctl.

2.Bupati adalah Bupati Kepulauan Tanimbar.

3.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar.

4.Pejabat Struktural adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk menduduki

jabatan tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.Satuan Keija Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat

Daerah  pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar  selaku pengguna

anggaran/pengguna barang.



Pejabat Negara dan pejabat struktural yang tidak diberikan TKD adalah Pejabat yang:

a.diberhentikan sementara dari jabatan;

b.menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

c.dijatuhi hukuman disiplin berat;
(21'

Pasal3

(1)1103 dibayarkan kepada t

a.p^'abat Negara; dan

b.pejabat Struktural.

(2)Pejabat Negara sebagfiimana dimaksud padaayat (1) httruf a,adalah:

a. Bupati; dan

I    b. WakflBupatL

(3)Pejabat Struktural aebagaimana dimaksud peda ayat (1) buruf b, adalah:

a.Pimpinan Tinggi Madya atau eselon Ila;

b.Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon Ilb;

c.Pejabat Adminiatrator setingkat eaelon IHa;

d.Pejabat Administrator setingkat eselon Illb;

e.Pejabat Pengawas setingkat eselon IVa; dan

setmgkatesekmlVb.

6.  Masa kmerja adaiah kurun waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggel 1

sampai dengan tanggal 31 bulan berkenaan,

BABII
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati Ini adalah aebagai dasar dan pedoman

dalam pembayaran TKD.

(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah r

a.memberikan kepastian hukum dalam pembayaran TKD bagi pejabat negara

dan pejabat struktural di daerah;

b.mengoptimalkan kuierja pejabat negara dan pejabat struktural; dan

c.meningkatkan kesejahteraan pejabat negara dan pejabat struktural.

BABIII

PEMBAYARAN



Pasal7

(1) Hasfl Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasat 6 ayat (1) dan ayat (2)

disampaikan oleh pmpinan SKPD kepada Kepala BKPSDM Kabupaten Kepulauan

Tanimbar untuk diiakukan veriflkasi.

(4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan

indikator dan nilai sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

Pasal6

(1)Peniiaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan oleh

atasan langsung pejabat struktural yang bersangkutan dengan berpedoman pada

ketentuan peraturan penmdang-undangan yang berlaku.

(2)Bupati, Waldl Bupati dan Sekretaris Daerah oleb karena jabatannya melakukan

penilaian tdnerja ataa dirinya sendiri dengan memperhatikan ketentuan peraturan

perundang-undangan yEing berlaku

(3)Penilaian Idnerja dilakukan dengan menggunakan daftar sebagaimana tercantum

dalam lampiran II Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak

: TidakBaik

:  KurangBaik

:  CukupBaik

:  Baik

:  SangatBaik

60 ke bawah

61-70

71-80

81-90

91 - 100

a.sedang mengikuti program tugas belajar; atau

b.sedang mengikutl program izin belajar diluar daerah.

Bagian Kedua

Kriteria
Pasal5

(1) Pemberian TKD diberikan berdasarkan atas penilaian kinerja yang dicapai;

(2} Penilaian kinerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari indikator

sebagai berikut:

a.tanggungjawab;

b.kepemimpinsn;

c.inovasi; dan

d.produktifltas.

(3) Penilaian kinerja untuk masing-masing indikator sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dinyatakan dengan angka dan sebutan sebagai berikut:



PasallO

(1) Jenis potongan TKD tesdiri dari:

a.Pajak PPh 21

b.Potongan karena pelanggaran disipiin; dan

c.Potongan lainnya.

TATA CARA PEMBAYARAN DAN POTONGAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran

^Pasal9

(1)TKD dibayarkan setiap bulan pada awal bulan berikutnya;

(2)Pembayaran TKD dilakukan seteiah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan

dalam ketentuan peraturan perandang-undangan;

(2) Haail verifikasi dikembalikan kepada Kepala SKPD untuk selanjutnya dipergunaan

oteh bendabara pengeluaran SKPD dalam praaes permintaan pembayaran.

BABIV

BESARAN TUNJANGAN KHUSUS DAERAH

Pasal8

(1)Besaran TKD bagi Pejabat Negara dan Pejabat Struktural aebagaimana terlampir

dalam Lampiran m Peraturan Bupati ini;

(2)Besaran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan Dasar TKD untuk

menghitungjumlahTunjangan KhususDaerahyangditerima;

(3)Jumlah Turyangan Khusus Daerah yang harus diterima pejabat Negara dan

pejabat struktural dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:

TKD =   Capaian Klneija

NUi Kinarfa   X Bemran TKD

(4)Capaian kinetja sebagaimana dimaksud pada ayat  (3) adalah akumulasi

penilaian khtetja dari indikator tanggungjawab, kepemimpinan, inovasi dan

produktifitas yang dicapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang

dicapai oleh Pejabat negara dan pejabat straktural.



(2)Potongan TKD aebagaimana dimakaud pada ayat (1) huruf b adalah potongan

yang besarannya telah ditetapkan sebagai berikut:

a.pejabat Negara sebeaar 15%;

b.PejabatPimpinanTinggiMadya/Eae]onnasebeBarl5%;

c.Fejabat Pimpinan Tinggi Pratama/ Eselon Ilh sebesar 15 %;

d.Pejabat Administrator dan Pengawas/Eselon III dan Eselon IV golongan IV

sebesar 15 %; dan

e.Pejabat Administrator dan Pengawas/Eselon EI dan Eselon IV golongan IU

sebesar 5 %.

(3)Jenis potongan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bmeliputi:

a.terlambat roasuk kerja;

b.pulang sebeium selesai waktu kerja;

c.tidak masuk kerja; dan

d.cuti; dan

e.perjalanan dinas tanpa iztn.

Pasalll

Potongan TKD sebagaimana dimakaud daiam Pasal 9 ayat (3) huruf a da" huruf b

dengan toleransi sebagai berikut:

a.terlambat masuk kerja dan pulang sebelum aeleBai waktu kerja antara 1-30

menit dipotong 0.50 % per hari;

b.terlambat masuk kerja dan pulang sebelum selesai waktu ketja antara 31-60

menit dipotong 1 % per hari;

c.terlambat masuk kerja dan pulang sebelum selesai waktu kerja antara 61-90

menit dipotong 1.25 % per hari; dan

d.terlambat masuk keija dan pulang sebelum seleaai waktu kerja >90 menit

dipotong 1.50 % per hari;

PasaI12

Potongan TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c dengan

toleransi sebagai berikut:

a.izin tanpa dibuktikan surat keterangan 2.50 % per hari;

b.meninggalkanpekerjaanpadajamkeiiatanpaizin2%perhari;

c.tidak masuk kerj^ tanpa alasan yang sah 3 % per hari;



Pasall3

(1) Fotongan TKD sebagaimana dimaksud di"" Pasal 9 ayat (3) huruf d dengan

toleransi sebagai berikut

a.cutitahunan2.50%perhari

b.cuti karena alasan penting 2.50 % per hari;

c.cuti karena sakit 2 % per hari;

d.cuti hamil 3 % per hari;

e.cuti diataa 25 hari kerja dipotongan 100%.

[2] Dikecualikan dari Potongan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  adalah

cuti hamil.

BABVI
PERMNTAAN PEMBAYARAN

Pasal 14

(1)Permintaan pembayaran TKD hanya dapat dilakukan apabfla teraedia dalam

Anggaran Pendapatan dan Betanja Daerah.

(2)Permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

mekanisme  L5 dengan berpedonaan pada ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Pasal 15

(1)Surat Permintaan Pembayaran (SPP) TKD diajukan oleh bendahara pengeluaran

SKPD kepada Bendahara Umum Daerah untuk menerbitkan Surat Pencajran Dana

(SP2D) TKD dflengkapi dengan :

a.Surat Perintah Membayar (SPM) yang dituangkan dalam Daftar Perhitungan

TKD, dan Pemotongan PPh Pasal 21;

b.Daftar Penerima TKD; dan

c.Peraturan Bupati tentang Tunjangan Khusus Daerah bagi Fejabat Negara dan

Pqabat Struktural.

(2)TKD dibebankan pada Anggaran Pendapatan Bdanja Daerah yang dituangkan

dalam DPA-SKPD.



BABVn
PENGAWASAN DAN PENGENDAI2AN

BagianKesatu

Pengawasan

PasaJ 16

(1)Pengawasan terhadap pelaksanaan TKD dilakukan melalui:

a.Pengawasan melekat; dan

b.Pengawasan fungsionai.

(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diiakukan oleh masdng-

masing Kepala SKPD secara berjenjang melalui atasan langsung;

(3)Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan

oleh Aparat   Pengawasan Internal  Pemerintah sesuai  ketentuan peraturan

perundang-undangan yang beriaku.

BagianKedua

Pengendalian

Pasall7

(1)Kepala SKPD wfgib melakukan pengendalian pembayaran TKD secara berjenjang

teriiadap pemberian TKD bagi pejabat 3trukturai  dengpn mengarahkan atasan

langsung  melakukan  peniiaian  terhadap   pejabat    struktural   sehingga

bertanggungjawab atas kebenaran rekapitulasi penilaian kinerja pejabat struktural.

(2)Kepala BKPSDM melakukan pengendalian pembayaran TKD dengan membentuk

Tim Verifikasi Peniiaian Kineija Pgabat struktural yang beranggotakan paiing

,     banyak 5 (iima) orang.

(3)Kepala BPKAD wajib melakukan pengendalian dengan meneliti kebenaran data

pada saat proses pencairan TKD.

BAB VEI

KETENTUAN LAIN-LAIN
PasallS

(1)Pemberian TKD untuk PNS non eselon hanya dilakukan 1 (satu) kaii dan

dibayarkan pada buian desember setiap tahun anggaran.

(2)Besaran TKD untuk PNS non eselon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan tidak melebihi besaran

TKD yang diterima Pejabat Pengawas setingkat eselon Ivb.

(3)Besaran TKD untuk PNS non eselon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



PTTERSOIf RANGKORATAT

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TAIMBAR TAHUN 2019 NOMOR

Diundangkan di Saumlaki

pada tan^al.AZFebruari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR,

ditetapkan di Saumlaki,

pada t

BUPA

1  r '

*[ftW
f PARAF K00RDINA5I

BABX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal20

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Maluku

Tenggara Barat Nomor: 04 Tahun 2018 tentang Tunjangan Khusus Daerah dilingkup

Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dicabut dan dinyatakan ttdak berlaku.

Paaal21

Peraturan Bupati ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya daiam Berita Daerah Kabupaten Kepuiauan Tanimbar.

BABK

KETENTUAN PERAUHAN

Paaal 19

n diundangkannya F^^raturan Bupati ini, pembayaran TKD pejabat negara dan

pejjabat atnikturai untuk buian januari 2019 sebagaimana diatur berdasarkan

Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 04 Tahun 2018 tentang

Tunjangan Khuaua Daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara

Barat w ĵib disesuaikan dengan besaran TKD yang temcantum dalam Peraturan

Bupati ini.



b.Baikt
Skor 81-90: Bertanggungjawabterhadapseluruh

pelaksanaan  sesuai dengan  target  disertai
dengan hasil kerja yang memuaakan.

c.CukupBaik:
Skor71-80: Cukup bertanggungjawab terhadap pelaksanaan

tugas sesuai dengan target disertai dengan hasil
kerja yang cukup memuaskan.

d.kurangBalk    :
Skor 61 - 70: Kurang bertanggungjawab terhadap tugas sesuai

dengan target disertai dengan hasil keija yang
kurang memuaskan.

e.UdakBaik:
Skor >60: C Tidak bertanggungjawab terhadap  tugas

sesuai dengan target disertai dengan hasil kerja
yang tidak memuaskan.

2. Indikator kepemimpinan

kemampuan manejerial pejabat dalam mengatur dan mengelola

pelaksanaan tugas dan fungsi pokok dan perilaku kerja organisasi

sebagai berikut:

a. Sangatbaiki
Skor91 - 100   : Sangat mampu mengatur dan mengelola tugas

dan fungsi pokok dan perilaku kerja oiganisasi.

IHDIKATOR PBHILAIAN KINERJA DAN NILAI

A- INDIKATOR

1. Indlkator Tangguog jawab

Melaksanakan tugaa pokok sesuai dengan aturan dan ketentuan yang

berlaku disettai dengan hasil kerja sebagaii berikut:

a. Suigat baik:
Skor91-100 : Sangat bertanggungjawab terhadap seluruh

pelaksanaan tugas yang diberikan dan sesuai
target disertai dengan hasil keija yang sangat

LAHPIKANI  : PNRATURAHBUPATIKKPUIAIIANTABIMBAR
MOMOR:- - TAHUM 2019

TANGGALi  JAHUAKI2019
TBKTABG: TONJAIIGAN KHUSUS DAERAH DI LINGKDP PBMBRINTAH

KABUPATBN KBPULAUA TAHIMBAR



b.Balki
Skor 81—90: mampu mengatur dan mengelola tugas dan

fungsi pokok dan perilaku kerja organisasi.

c.CukupBalk:
Skor71-80: Cukup mampu mengatur dan mengelola tugaa

dan fungsi pokok dan perilaku kerja organiaasi.

d.kunngBatk   :
Skor 61-70: Kurang Sangat mampu mengatur dan mengelola

tugas dan fungsi pokok dan perilaku kerja
organisasi.

e.UdakBalk:
Skor >60; Tidak Sangat mampu mengatur dan mengelola

tugas dan fungai pokok dan perilaku kerja
organisasi.

i. Indikator Inovasi

Mampu menemukan ide/gagasan, cara dan prosedur kerja yang lebih

baik dalam menunjang tugas dan fungai organisasi secara efektif dan

eflsien sehingga lebih optimal sesuai dibuktikan dengan keterangan

Kreatifitas dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP), meliputi :

a.Sangatbalk:
Skor91- 100 : Sangat mampu menemukan ide/gagasan, cara

dan prosedur kerja yang baru dan lebih baik
dalam menunjang tugas dan fungsi organisasi
dan dibutuhkan oleh instansi Pemerintah
Daerah, Satuang Kerja Perangkat Daerah/unit

kerja.
b.Balk:

Skor 81-90: Mampu meningkatkan cara dan prosedur kerja
yang lebih baik dalam menunjang tugas dan
fungsi organisasi sehingga mempengaruhi

anggatan dan waktu kerja.

c.CukupBalk:
Skor71-80: Hanya meiaksanakan pekerjaan sesuai dengan

cara dan prosedur keija yang ada daiam
menunjang tugas dan fungsi organisasi.

d.kurangBaik   :
Skor 61-70: Kurang melaksanakan pekerjaan sesuai dengan

cara dan prosedur kerja yang ada dalam
menu^jang tugas dan fiingsi organisasi,

e.tidakBaik:
Skor >60: Tidak melaksanakan pekerjaan se3Uai dengan

cara dan prosedur kerja yang ada dalam
menunjang tugas dan fungsi organisasi.



10
14

18

19

20

10
15

23

24

28

RILAI

TidakBaik(skor>61)

Kurang Baik (skor 61-70}

Cukup baik (skor 71-80)

baik(skor 81-90)

Sangat baik (skor 91-100)

e.

d.

c

b.

a.

Indikator Kapemimplnan

Tidak Baik (skor > 61)

Kurang Baik (skor 61-70)

Cukup baik (skor 71-80)

baik(skor 81-90)

Sangat baik (skor 91-100)

e.

d.

c

b.

a.

Indikator Tanggung Jawab

Indikator Fenilalan/Pradlkat

3.

1.

Bo.

: Tidakdenganhasilkerjayangtelahditetapkan.

Kurang  dengan  haail  ketja  yang  telah

ditetapkan.

. Sesuai dengan hasil kerja yang telah ditetapkan.

Cukup dengan haail kerja yang telah ditetapkan.

Melampaui  target  hasil  kerja yang telah

ditetapkan.

e. tidakBalk
Skor >60

d. kurangBaik
Skor61-70

c CuknpBalk
Skor71-80

h. Balk

Skor 81 - 90

,. Sangat bmlk
Skor91- 100

4. Indikator Produktifitas

Produktivitas adalah pencapaian target fisik dari hasil pekerjaan yang

berkaitan dengan kualitas dan kuantitas dibandingkan dengan realisasi

anggaran dan waktu yang telah direncanakan, meliputi:
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BHBiSOT
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35

30
38

39

40

10
11
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14

15

Tidak Baik (akor > 61)

Kurang Baik (skor 61-70)

Cukup baik (akor 71-80)

baik(akor 81-90)

Sangat baik (skor 91-100)

likfttor Produktlfltfts

TidakBaik(skor>61)

Kurang Baik (akor 61-70)

Cukup baik (skor 71-80)

baik(akor 81-90)

Sangat baik (akor 91-100)

e.

d.

c.

b.

a.

tnd

e.

d.

c.

b.

a.

Indikator Inovasl

4.

3.
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Atasan Pejabat Penll

Pejabat yang draitei
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HILAIKIKERJA

4

CAPAIAK

KIKERJA

100

20

15

3

KILAI|%1

JUMLAH

Tanggung Jawab

Kepemimpinan

Inovasi

2

IHDIKATOK KHURJA

1

2

3

HO

Atuu Pej*b.t

PenlbilKralbd

UNIT KERJA

JABATAN

GOLONOAN
NIP

NAMA

LAMPIRAK H  : PBRATURAK BUPATI KEPULAUAH TAHIMBAR
KOMOR:- - TAHDH 2019

TAKOOAL:2019
TEKTAHG: TDHJAHGAH KHUSUS DAERAH DI LINGKUP PBMERIHTAH

KABUPATBN KBPULAUAN TANIMBAR
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4.125.000

4.125.000

4.125.000

4.125.000

4.125.000

4.125.000

4.125.000

3.000.000,-

4.875.000

4.875.000

4.875.000

4.875.000

4.875.000

4.875.000

4.875.000

4.875.000

4.875.000

4.875.000

5.625.000

5.625.000

5.625.000

6,000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

m.b

m.b

m.b

m.b

m.b

m.b

m.b

mb

m.a

m.a

nLa

m.a

ffl.a

m.a

m.a

m.a

m^

m.a

nLa

m.a

m,a

m.a

nLa

m.a

IH.a

m.a

m.a

7. Kepala Bidang Cipta Kaiya (PU)

6. Kepala Bidang Bina Marga (PU)

BAPENDA

5. Kepaia Bidang Penetapan dan Penagihan

4. Kepala Bidang Akuntansi BPKAD

3. Kepala Bidang Akuntansl BPKAD

2. Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD

1. Kepala Bidang Anggaran BPKAD

Pengecualian:

Adminirtr.to*

1^. Camat Tanimbar Selatan

18. Camat Tantmber Utara

17. Sekretaris Inapektorat Daerah

15. Sekretaris Dinas Pendidikan

15. Sekretaris Dinas Keaehatan

14. Sekretaris BKPSDM

Kawasan Pemukbnan

13. Sekretaria Dinas Perumahan dan

Ruang

12. Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Tata

Marga dan Bina Konatmkai

11. Sekretaris Dinas Sumber Daya Air, Bioa

10. Kepala Bagian Organisasi

9. SekretariS BAPENDA

8. Sekretaris BPKAD

7. Sekretaris BAPEDA

6. Kabeg Tata Femerintahan dan Otda

5. Kabeg Hukum

4 Kabag Umum

3. Kabag Humaa

2. Kepata Kantor Kesbangpol

1. Direktur Rumah Saldt PP. Magrety

Pengecualian;

IV
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KET

4.500.000

7.875.000

9.000.000

9.000.000

9.000.000

7.500.000

7.500.000

7.500.000

7.500.000

7.500.000

7.500.000

7.500.000

6.750.000

15.000.000

22.500.000

30.000.000

*

TKD/BULAH

<Kp>

ma

nb

Ob

nb

Db

Ilb

Ilb

nb

nb

m>

Ilb

nb

nb

?a

•*

ESELOH

Adminiatator

Pengecualian :

1. Asisten Sekrataris Daerah

2. Kepala BAPEDA

3. Kepala Badan Pendapatan Daerah

4. Kepala BPKAD

5. Kepala Dinas Sumber Dya Air, Bina

Marga dan Bina Konstruksi

6. Kepela Dinaa Cipta Kaiya dan Tata Ruang

7. Kepala Dtoas Perumahan dan Kawasan

Pemuktotan

8. Kepala Dtoas Pendidikan

9. Kepala Dtoas Keaehatan

10. Kepala BKPSDM

11. Inspektnrat Daerah

Plmpinan Tiaggl Pratatna

Pejabat Pimpioan Tiagcl Madja

Pejabat Strnktand

WaltilBupati

Bupati

PejahatKa^aia

2

HAMA JABATAH

m

1

B.

2-

1.

A

I

HO

DAFTAR PERHITUNGAN TKD

UNTUK PEJABAT NEGARA, PEJABAT STRUKTURAL DAN STAF

FERATURAH BUPATI KEPULAUAH TAHIMBAR
- TAHUH 2019

JAHUARI2019
TUHJAHGAH KHUSU8 DAERAH DI LIHGKUP PEMERIHTAH

KABUPATEH KEPULAUAH TAHIMBAR

HOMOR
TAHGGAL
TEHTAHG
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BKaawiPw
eci

1.500.000,^

1.750.000,-

3.750.000

3.750.000

3.750.000

3.750,000

3.750.000

3.750.000

3.750.000

3.750.000

3.750.000

3.750.000

3.750.000

IVb

Wa

n

mb

nib

mb

mb

mb

inb

nib

mb

m.b

IILb

VI PenKMHB

Pengawu

Dinas Kesehatan

18. Kepela Bidang Pelayanan Kesehatan

Dinas Kesehatan

17. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan

Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan

16. Kepala Bidang Pengendalian dan

Dinas Kesehatan

15. Kepala Bidang Keaehatan Masyarakat

BAPPEDA

14. Kepala Bidang Sosial dan Budaya

Feneembangan BAPPEDA

13. Kepala Bidang Penelitiaii dan

dan Felaporan BAPPEDA

12. Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi

11. Kepala Bidang Pengembangan BKPSDM

10. Kepala Bidang Mutaai BKPSDM

Pendidikan dan Kebudayaan

9. Kepaia BMang Ketenagaan Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan

8. Kepate Bidang Kurikulum Dinas

V


